BAB I.

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2007, Yayasan Indonesia Forum menyampaikan Visi
Indonesia 2030 pada Presiden Yudhoyono di Wisma Negara. Dalam Visi
Indonesia 2030 ditargetkan income per capita Indonesia akan mencapai
18.000 US dollar per tahun, dan dengan jumlah penduduk 285 juta orang,
Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia ke-lima setelah China,
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India.t

Sesuai dengan catatan yang disampaikan Yayasan Indonesia Forum,
untuk mencapai Visi Indonesia 2030 ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, yaitu: reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi sistem
hukum, good governance yang ditunjang semua komponen bangsa, serta
adanya pemimpin yang memiliki a vision and strong leadership. 2

Penempatan reformasi sistem hukum sebagai salah satu persyaratan
untuk mencapai Visi Indonesia 2030 merupakan pemikiran dan langkah
strategi yang tepat, karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu
pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha yang

ditempuh akan sia-sia sebagaimana terjadi pada era Orde Baru.® Untuk itu

L Adi Sulistyono, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Cetakan pertama, Sidoarjo,
Masmedia Buana Pustaka, hal 1
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pembangunan hukum perlu mendapatkan tempat dan prioritas dalam
pembangunan.

Pembangunan hukum tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi
hukum, tetapi juga pada kelembagaan hukum dan budaya hukum masyarakat.*
Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, Politik hukum di Indonesia
mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang
berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri ; serta
menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan
hukum.®> Dengan demikian dunia usaha dan dunia industri perlu mendapatkan
perhatian yang proporsional dari pemerintah agar mampu memacu
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI1/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu
diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai
kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur
perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.®

Pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

merupakan isu sentral yang sangat strategis, karena UKM terbukti memiliki

* Satjipto Rahardjo dalam Adi Sulistyono, Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung
Pencapaian Visi Indonesia 2030, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi,UNS Sebelas
Maret, Surakarta,hal 2

® Ibid, hal 2

® Klausul menimbang huruf a, Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah



kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian nasional
diantaranya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto
(PDB) dan memiliki kemampuan dari segi penyerapan tenaga kerja yang
sangat tinggi, serta lebih tahan terhadap krisis ekonomi.

Di negara berkembang, seperti Indonesia, disebabkan karena
pemerintah tidak sepenuhnya sanggup menyediakan lapangan pekerjaan, maka
UKM memiliki keunggulan tertentu sebagai kontributor dalam pertumbuhan
ekonomi melalui : Pertama, UKM umumnya tidak menerapkan teknologi
canggih sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang memiliki tingkat
pendidikan rendah. Kedua, melalui kemampuan kewirausahaan dan
kemampuan kompetisi UKM dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi
dan inovasi. Ketiga, dengan semakin berkembangnya perusahaan UKM
persaingan semakin meningkat dan diharapkan mampu memacu pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Keempat, UKM memberi kontribusi pada pemerataan
pendapatan karena tidak terkonsentrasi di suatu daerah.’

Untuk menjalankan UKM tidak perlu bermodal besar dan tenaga kerja
yang dipekerjakan  tidak perlu memiliki standar pendidikan tertentu
sebagaimana dipersyaratkan pada perusahaan besar. Selain itu pengurusan
izinnya pun dipermudah oleh Pemerintah. Dengan kondisi tersebut
memungkinkan pelaku usaha UKM membuka usaha baik di rumah, menyewa
kios, kontrak ruko, berjualan di pasar atau dengan menggunakan gerobak

dorong.

" Bambang N Rachmadi, 2007, Franchising The most Practical and Excellent Way of Succeeding,
Cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 12



Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting untuk
memperhatikan UKM. Alasannya UKM mempunyai kinerja lebih baik dalam
menyediakan tenaga kerja yang produktif dan mampu hidup di sela-sela usaha
besar. UKM mampu menopang usaha besar seperti menyediakan bahan
mentah, suku cadang dan bahan pendukung lainnya. UKM juga mampu
menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual
produk dari usaha besar ke konsumen.®

Pemberdayaan UKM sebagaimana dimaksud di atas, perlu
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui
pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha,
dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga
mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UKM dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan
rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.’

Dengan demikian pengembangan UKM melalui pemberian fasilitas,
bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dan daya saingnya mutlak diperlukan, dan salah
satunya dapat ditempuh melalui sistem franchise.

Bisnis franchise / waralaba di Indonesia saat ini telah merebak dan
mulai dikuasai pebisnis lokal. Masyarakat kita mulai sadar bahwa waralaba

adalah alternatif penting dalam rangka menggairahkan perekonomian nasional

8 Gatut Susanto dan M.Azrin Syamsuddin, 2009, Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola
UMKM, Cetakan pertama, Depok, Raih Asa Sukses, hal 6
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setelah metode Distributorship dan Keagenan telah meredup sehingga mulai
ditinggalkan. Perbedaan antara Distributor dan Agen terletak dalam hal
tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Distributor bertindak untuk dan atas
nama sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya, sedangkan
Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal sehingga segala perbuatan agen
menjadi tanggung jawab prinsipal.

Ketika sebagian besar pengusaha masih mengeluhkan dampak krisis
global, para pelaku bisnis waralaba di negeri ini tampaknya justru sedang
asyik menikmati pertumbuhan bisnis. Berdasarkan data dari AFl (Asosiasi
Franchise Indonesia) dalam tengah tahun pertama tahun 2009 (Januari hingga
Juni) jika dibandingkan dengan tahun 2008 (Januari hingga Desember)
tercatat pertumbuhan dari sisi jumlah usaha, jumlah gerai, dan jumlah pekerja
sebagai berikut :

Tabel 1.

Perkembangan Waralaba di Indonesia

Periode Jumlahusaha | Jumlah gerai | Jumlah pekerja
Jan — Des 2008 855 31.827 523.162
Jan —Jun 2009 1.010 42.900 819.200

Sumber : Diolah dari Majalah SWA 26 Juli 2009
Dari data di atas menunjukkan pertumbuhan bisnis waralaba yang luar biasa
di Indonesia.*°

Disamping itu perusahaan lokal juga semakin merajai pasar waralaba

di Indonesia. Data yang diperoleh hingga bulan Juni 2009 dari AFI terungkap

©Asosiasi Franchise Indonesia, dalam Majalah SWA 26 Juli 2009, Yayasan Sembada Swakarya,
Jakarta, hal 29



jumlah waralaba lokal jika dibandingkan dengan waralaba asing sebagai

berikut :
Tabel 2.
Perbandingan antara Waralaba Lokal dengan Asing di Indonesia
Periode Waralaba Lokal Waralaba Asing
Jan — Des 2008 | 600 255
Jan—Jun 2009 | 750 260

Sumber : Diolah dari Majalah SWA 26 Juli 2009

Dari data di atas menunjukkan cepatnya pertumbuhan waralaba lokal yang
membuktikan bahwa waralaba lokal memiliki prospek bisnis yang tidak kalah
bagus jika dibanding waralaba asing.™

Pilihan menjadi franchisee dengan cara membeli franchise adalah
solusi yang lebih aman untuk memulai suatu usaha. Menjadi franchisee dapat
dikatakan sebagai solusi karena biasanya usaha yang difranchisekan sudah
teruji keberhasilannya, sehingga relatif lebih aman dan tidak beresiko,
utamanya bagi mereka yang kurang berani mengambil resiko untuk memulai
usaha atau tidak memiliki ide usaha apa yang sesuai untuk mereka.

Kota Surakarta sengaja dipilih menjadi lokasi dari penelitian ini
dengan empat pertimbangan. Pertama, Kota Surakarta atau juga lebih dikenal
dengan kota Solo yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.404.06 Ha
adalah merupakan kota yang sangat strategis. Dilihat dari aspek lalu lintas
perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta berada pada jalur strategis
yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan

Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta.

1 bid, hal 29



Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi
pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya. *2

Kedua, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah
penduduk di Kota Surakarta tercatat sebanyak 500.642 jiwa, dimana jumlah
penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki yaitu
257.279 jiwa perempuan dan 243.363 jiwa lali-laki. Kota Surakarta
mencatatkan diri sebagai wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang
tertinggi di Jawa Tengah, yaitu 11.370 jiwa tiap kolometer persegi. ** Dengan
kepadatan penduduk yang sangat tinggi memaksa mereka untuk memenuhi
kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, dan papan.

Ketiga, dari data statistik Tahun 2010 yang dikeluarkan BPS Surakarta
menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor usaha yang paling
dominan dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 108.428 (43,13%), diikuti
oleh sektor jasa menyerap sebesar 59.780 (24,23%), dan sektor industri
menyerap sebesar 42.065 (17,05 %) dari jumlah tenaga kerja. Dengan
mengandalkan tiga sektor usaha tersebut menjadikan Kota Surakarta banyak
dilirik oleh investor yang akan mengembangkan usahanya di kota bengawan
ini dengan fokus pada tiga sektor usaha tersebut.**

Keempat, dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi
tentunya akan menguras sumber daya alam yang ada untuk memenuhi
kebutuhan penduduk dan semakin banyak serta kompleks permasalahan sosial

ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta. Akan tetapi, di lain

12 http://www.surakarta.go.id/
13 1bid
14 Data statistik tahun 2010, BPS Surakarta



pihak tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi disertai dengan posisi
strategis dari Kota Surakarta merupakan peluang yang besar bagi dunia usaha
terutama UKM dalam bidang Makanan dan Minuman, Retail & Minimarket,
Jasa Pendidikan, Tour & Travel, Ekspedisi, Otomotif, Kesehatan &
Kecantikan, Fashion & Accessories, Furniture, Loundry dan lain-lain untuk
berkembang di kota ini.

Dengan demikian tidaklah mustahil bilamana banyak investor ingin
mengembangkan usaha mereka di kota yang sangat strategis ini melalui usaha
salah satunya dengan menggunakan sistem franchise yang diyakini banyak

membawa keuntungan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat ditarik tiga
rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana profil / gambaran bisnis franchise di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana sistem franchise berperan dalam pengembangan usaha kecil
dan menengah di kota Surakarta ?
3. Bagaimana sistem franchise yang ideal untuk dikembangkan dalam usaha

kecil dan menengah di kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas

dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui profil / gambaran bisnis franchise di Kota Surakarta

2. Untuk mengetahui peran sistem franchise dalam pengembangan usaha
kecil dan menengah di kota Surakarta

3. Untuk mengetahui sistem franchise yang ideal untuk dikembangkan

dalam usaha kecil dan menengah di kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan profil / gambaran mengenai bisnis franchise di Kota
Surakarta, sehingga dapat diketahui apakah mengembangkan usaha kecil
dan menengah dengan sistem waralaba masih memiliki prospek di kota
ini.

2. Mendapatkan gambaran mengenai peran sistem franchise dalam
pengembangan usaha kecil dan menengah di kota Surakarta, sehingga
dapat menjadi referensi bagi pengusaha kecil dan menengah yang ingin
mengembangkan usaha di kota ini.

3. Mendapatkan gambaran mengenai sistem franchise yang ideal untuk
dikembangkan dalam usaha kecil dan menengah di kota Surakarta,
sehingga bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan

kebijakan yang berpihak pada pengusaha kecil dan menengah.

E. Keaslian Penelitian
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari berbagai penelitian yang

telah dilakukan Peneliti terdahulu. Sebagai pembanding perlu dikemukakan
hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji topik permasalahan yang hampir
sama dengan penelitian ini. Untuk itu perlu kiranya disampaikan hasil
penelitian yang dilakukan Peneliti pendahulu sebagai berikut :
E.1. Bambang Tjatur Iswanto pernah melakukan penelitian yang berjudul
”Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise di
Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan gelar Magister
lImu Hukum pada Universitas Diponegoro tahun 2007. Penelitian ini
mengangkat permasalahan Apakah bentuk perjanjian franchise yang dibuat
sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee; Apakah
pelaksanaan perjanjian franchise yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di
Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee;
Hambatan apa saja yang muncul dalam melakukan perlindungan hukum
terhadap franchisee.'

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis
normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Pada pendekatan yuridis
normatif peneliti menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan
yang ada dalam menganalisa perjanjian franchise yaitu Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pembinaan Usaha Kecil ; Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pada

15 Bambang Tjatur Iswanto, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian
Franchise Di Indonesia, Ringkasan Tesis Program Pasca Sarjana llmu Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang
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pendekatan perbandingan hukum peneliti memperbandingkan perjanjian
franchise yang ada di Indonesia.*®

Dari penelitian tersebut diperoleh sejumlah kesimpulan pada
permasalahan pertama bahwa bentuk perjanjian franchise belum dapat
memberikan perlindungan hukum bagi franchisee. Hal ini disebabkan karena:
Pertama, Praktek bisnis franchise yang berlangsung di Indonesia selama ini
belum berpijak pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersebut dalam
pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, Draft perjanjian franchise secara sepihak
dibuat oleh franchisor. Ketiga, Materi perjanjian menempatkan franchisee
lebih lemah dibandingkan dengan franchisor. Keempat, Lemahnya posisi
franchisee terhadap ketidakseimbangan dalam berkontrak meliputi
manajemen, beaya royalti, dan penyelesaian sengketa.’

Sedangkan pada permasalahan kedua menghasilkan kesimpulan bahwa
pelaksanaan perjanjian franchise belum memberikan perlindungan hukum
bagi franchisee. Hal ini disebabkan karena : Pertama, Para pihak belum
mengetahui sistem bisnis franchise yang merupakan bentuk lisensi khusus
yaitu penggunaan brand name yang di dalamnya diikuti adanya technical
assistance. Kedua, Sistem bisnis franchise selama ini belum menciptakan
kemitraan yang strategis. Ketiga, Penyelesaian sengketa dalam franchise
menggunakan pilihan hukum yang didasarkan pada hukum yang berlaku di

wilayah hukum franchisor."®

1% 1bid
" 1bid
'8 1bid
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Permasalahan ketiga menghasilkan kesimpulan tentang hambatan yang

sering muncul dalam melakukan perlindungan hukum terhadap franchisee
antara lain : Pertama, Pajak atas royalti (PPN) selama ini menjadi beban
francisee sedangkan royalti yang diterima oleh franchisor adalah nilai bersih
dari gross sale. Kedua, Masih adanya kewajiban pembayaran lainnya yang
ditentukan oleh franchisor seperti advertising fee, training fee, management
service fee. Ketiga, Program pelatihan yang tertuang dalam perjanjian
franchise Indonesia bentuk dan waktunya tidak diatur secara tegas.*
E.2. Dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
penelitian juga pernah dilakukan oleh Krisyalia Wahyu Sari pada tahun 2009
dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Waralaba™.
Penelitian ini mengangkat permasalahan : Bagaimana pelaksanaan perjanjian
waralaba dalam praktek ; Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak
dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan
yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif
tentang pelaksanaan perjanjian waralaba. Dari penelitian ini diperoleh
kesimpulan: Pertama, Perjanjian waralaba adalah merupakan perjanjian
istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya karena berkaitan dengan
hak-hak kekayaan intelektual dan Kedua, Ada keharusan untuk

mencantumkan klausula minimal dalam perjanjian waralaba, hal ini akan

19 (i

Ibid
20 Krisyalia Wahyu Sari, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Waralaba, Ringkasan
Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,
Semarang
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menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian sekaligus
memberikan perlindungan hukum.?

E.3. Dari Universitas Sumatra Utara Penelitian tentang Franchise juga pernah
dilakukan olen Dupa Andhyka S.Kembaren dengan judul penelitian
”Kedudukan Hukum UKM Selaku Franchisee (Terwaralaba) dalam
Pengaturan Franchise (Waralaba) di Indonesia”. Penelitian dilakukan pada
tahun 2009 dengan mengangkat permasalahan : Bagaimana pengaturan bisnis
franchise (waralaba) dalam aspek kontraktual dan teknis prosedural ;
Bagaimana kedudukan franchisee / UKM dalam kontrak-kontrak standar/baku
franchise / waralaba ; Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh UKM
sebagai franchisee / terwaralaba dalam menyelesaikan sengketa yang lahir
dari pelaksanaan kotrak franchise / waralaba.??

Penelitian yang dilakukan Dupa Andhyka S.Kembaren menggunakan
jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaedah atau norma dalam hukum positif. Dari penelitian
ini diperoleh kesimpulan bahwa : Pertama, Secara kontraktual franchise
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian
berdasarkan kesepakatan masing-masing dan secara teknis prosedural
pemerintah telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan franchise ;
Kedua, Pembuatan kontrak selalu dilakukan oleh franchisor sehingga

keuntungan lebih berada di tangan franchisor sedangkan franchisee sering

21 i

Ibid
22 Dupa Andhyka S.Kembaren, 2009, Kedudukan Hukum UKM Selaku Franchisee (Terwaralaba)
dalam Pengaturan Franchise (Waralaba) di Indonesia, Ringkasan Tesis Pasca Sarjana Program
Studi llmu Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan
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merasa dirugikan ; Ketiga, Sengketa antara franchisor dan franchisee belum
pernah terjadi di Indonesia meskipun dalam kontrak tegas dinyatakan bahwa
proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan
apabila ada ketidakpuasan dapat diupayakan ke tahap peradilan (litigasi).?®
E.4. Berdasarkan penelitian awal yang pernah dilakukan oleh tiga peneliti
pendahulu sebagaimana terangkum di atas, akhirnya Peneliti terinspirasi
untuk membuat suatu penelitian yang berkaitan dengan bisnis franchise
dikaitkan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Penelitian ini
berjudul ” Bisnis Franchise Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah di Kota Surakarta :Studi Aspek Hukum Usaha Terwaralaba”.
Penelitian ini membahas tiga permasalahan yaitu : Bagaimana profil /
gambaran bisnis franchise di Kota Surakarta ; Bagaimana sistem franchise
berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di kota Surakarta ;
Bagaimana sistem franchise yang ideal untuk dikembangkan dalam usaha
kecil dan menengah di kota Surakarta.

Dengan keterbatasan informasi yang didapatkan, Peneliti tidak
mengetahui secara pasti apakah Penelitian dengan judul Bisnis Franchise
Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Surakarta
sudah pernah ada yang meneliti, namun demikian Peneliti berani mengatakan
bahwa Tesis penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya Peneliti
sendiri dan bilamana ada bagian yang mengambil dari karya pihak lain

sumbernya tercantum dalam daftar pustaka.

% |bid
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F. Kerangka Teoritis

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia
usaha dan dunia industri, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.**

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam

Undang-undang ini.?®

2 pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
% |bid, Pasal 1 Ayat (3)
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Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.?®

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri.?’

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).?

Sedangkan Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

% |bid, Pasal 1 Ayat (10)
27 |bid, Pasal 1 Ayat (8)
%8 |bid, Pasal 6 Ayat (2)
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Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).?

Franchising (pewaralabaan) pada hakekatnya adalah sebuah konsep
pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Dengan
demikian Franchising adalah salah satu cara yang sama kuat dan strategisnya
dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Sistem ini bahkan
dianggap memiliki banyak kelebihan, terutama menyangkut pendanaan,
sumber daya manusia, dan manajemen. Franchising juga dikenal sebagai jalur
distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada
konsumennya melalui tangan-tangan franchisee.

Melalui perluasan jaringan usaha akan mampu menurunkan harga
pokok pembelian, karena pembelian dilakukan dalam jumlah besar. Selain itu
standarisasi cara kerja yang tertuang dalam Standar Operating Procedure
(SOP) dapat menghemat beaya operasional di segala lini. Dengan demikian
bagi Franchisor, sistem franchise memungkinkan mengembangkan bisnis
secara nasional, bahkan global dalam waktu relatif singkat sebab kebutuhan
akan modal dan tenaga kerja akan disediakan oleh Franchisee. Sedangkan
bagi Franchisee, membeli hak waralaba adalah jalan pintas untuk bisa
memiliki bisnis yang mapan dengan sistem yang tertata dengan baik.

Franchise pertama kali dimulai di Amerika oleh Singer Sewing
Machine Company, sebuah produsen mesin jahit Singer pada tahun 1851. Pola

itu kemudian diikuti oleh perusahaan otomotif General Motor Industry yang

% |bid, Pasal 6 Ayat (3)
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melakukan penjualan kendaraan bermotor dengan menunjuk distributor
Franchise pada tahun 1898. Selanjutnya diikuti pula oleh perusahaan-
perusahaan soft drink.° Di Indonesia franchise dikenal sejak era 70-an ketika
masuknya Shakey Pisa, KFC, Svensen, dan Burger King berkembang pesat
pada sekitar tahun 1995 kemudian merosot karena krisis moneter, dan
kemudian mulai tahun 2003 terjadi kenaikan lagi.**

Sejumlah pakar memberikan definisi terhadap franchise. Campbell
Black dalam Black’s Law Dictionary memberikan batasan franchise sebagai
sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengijinkan orang lain untuk menjual
produk atau service atau nama merek tersebut.*?

Sedangkan International Franchise Association (IFA) memberikan
definisi mengenai Franchise sebagai berikut :

” a Franchise is the agreement or lisence between two legally independent

parties which gives :

e aperson or group of people (franchisee)

e the right to market a product or service using the trademark of another
business (franchisor)

o the franchisee the right to market a product or service using the operating
methods of franchisor.

o the franchisee the obligation to pay the franchisor fees for these rights.

e the franchisor the obligation to provide rights and support to
franchisees™.*®

(terjemahan bebas penulis : ’’Suatu Franchise adalah persetujuan atau

permufakatan antara dua kelompok bebas secara hukum yang memberi :

e Seseorang atau sekelompok orang sebagai Franchisee hak untuk
memasarkan sebuah produk atau jasa dengan menggunakan merek dagang
milik franchisor

22 Franchise di Indonesia dan Pengertiannya, Franchiselndonesia.Com,6/8/2009,2:58 PM, hal 1
Ibid, hal 1

%2 Black Campbel,dalam Franchise di Indonesia dan Pengertiannya, Ibid, hal 1

33 Barbara Beshel, An Introduction to Franchising, IFA Educational Foundation,

www.themoneyinstitute2000.com, page 1
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e Franchisee hak untuk memasarkan sebuah produk atau jasa dengan
menggunakan metode operasional milik Franchisor

e Franchisee kewajiban membayar beaya kepada Franchisor atas hak yang
digunakannya
e Franchisor kewajiban menyediakan hak dan bantuan kepada Franchisee.

Selain definisi menurut kacamata asing, di Indonesia juga berkembang
definisi franchise. Salah satunya seperti yang diberikan oleh Lembaga
Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPMM), yang mengadopsi dari
terjemahan kata franchise. LPPM mengartikan sebagai usaha yang
memberikan laba atau keuntungan sangat istimewa sesuai dengan Kkata
tersebut yang berasal dari wara yang berarti istimewa dan laba yang berarti
keuntungan.** Dengan demikian istilah waralaba pertama kali diperkenalkan
oleh LPMM sebagai padanan kata Franchise dan selanjutnya dalam tesis ini
penulis mengartikan Franchise sama dengan Waralaba.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2007 Tentang Waralaba pada pasal 1 (ayat 1) mengatakan bahwa
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan
usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
waralaba.*

Sedangkan Iman Syahputra Tunggal memaknai waralaba sebagai :

“salah satu bentuk kesepakatan, yaitu pemilik dari suatu produk atau jasa

34 | PMM, dalam Franchise di Indonesia dan Pengertiannya, Op Cit, hal 2
% peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba



20

mengizinkan orang lain untuk membeli hak distribusi produk atau jasa

tersebut dan mengoperasikannya dengan bantuan pemilik”.*

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas setidak-tidaknya

perjanjian Franchise melibatkan dua belah pihak yaitu Franchisor dan

Franchisee. Franchisor sebagai pihak yang memberi izin kepada Franchisee

untuk menggunakan merek dagang miliknya dan Franchisee sebagai pihak

yang mendapatkan izin menggunakan merek dagang milik Franchisor dengan

imbalan sejumlah beaya tertentu.

Selain itu definisi-definisi di atas apabila diuraikan terkandung

elemen-elemen pokok dalam pengertian Franchise sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee sebagai

akibat adanya perjanjian atas beban yang dibuat pihak-pihak tersebut

2. Adanya pemberian izin untuk mempergunakan kekayaan berwujud

dan/atau tidak berwujud dari Franchisor kepada Franchisee

3. Adanya cara pendistribusian barang / pemasaran di bawah kendali metode

Franchisor

4. Adanya penggunaan nama dagang dan/atau merek dagang milik

Franchisor oleh Franchisee

5. Adanya bimbingan pengelolaan Franchisor terhadap unit bisnis milik

Franshisee yang dijalankan dengan nama dagang atau merek dagang

Franchisor

6. Adanya sejumlah fee yang dibayarkan Franchisee kepada Franchisor.*’

* Iman Syahputra Tunggal, 2005 Franchising : Konsep dan Kasus, Jakarta, Harvarindo, hal 44
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Pada dasarnya Franchise adalah sebuah perjanjian mengenai metode
pendistribusian / penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen.
Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada
franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian / penjualan barang dan/atau
jasa dibawah nama identitas franchisor dalam wilayah / area tertentu. Usaha
tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang dituangkan
dalam Standart Operating Procedure (SOP). Sebagai imbalannya franchisee
membayar sejumlah uang sebagai sewa penggunaan nama/merk yang biasa
disebut royalty.

Dalam sistem waralaba terdapat tiga komponen, yaitu franchisor,
franchisee, dan franchise. Franchisor adalah pihak yang memiliki sistem atau
cara dalam berbisnis. Franchisee adalah pihak yang membeli franchise dari
franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara yang
dikembangkan oleh franchisor. Franchise adalah sistem atau cara bisnis itu
sendiri.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil membagi tiga tipe franchise :

1. Product Franchise
Franchisor menghasilkan / memproduksi suatu produk / jasa yang
dipasarkan oleh Franchisee. Dalam tipe ini Franchisee menyediakan /
membentuk “outlet” untuk memasarkan produk yang dihasilkan

Franchisor. Contoh : keagenan sepatu. Pabrik sepatu X menghasilkan /

37 Moch Basarah dan M.Faiz Mufidin, 2008, Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya,
Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 35
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memproduksi sepatu, kemudian franchisee membuat “outlet” untuk
memasarkan sepatu tersebut sesuai dengan petunjuk Franchisor.

2. Business Opportunity Ventures
Franchisee mendistribusikan produk / jasa yang dihasilkan Franchisor.
Dalam pendistribusian barang / jasa tersebut, Franchisee mengikuti sistem
yang ditetapkan Franchisor, akan tetapi tidak menggunakan merek dagang
Franchisor. Contoh : dealer mobil atau sepeda motor Y

3. Business Format Franchising
Franchisee diberi lisensi untuk memasarkan produk / jasa milik
Franchisor sesuai dengan sistem yang ditetapkan dan menggunakan merek
dagang / nama perusahaan Franchisor. Contoh : Lembaga Bimbingan
Belajar, Kursus, Retail.*

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka
kita perlu mengkaji dari sudut pandang Islam. Untuk menciptakan sistem
bisnis waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter
moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan
bisnis, yaitu :

1. Maysir,
Yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil
dan tidak produktif.

2. Asusila,

Yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial

*8 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil dalam Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam
Persepsi Manusia Modern, Bandung, Refika Aditama, hal 130
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3. Gharar,
Yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga
berpotensi merugikan salah satu pihak.

4. Haram,
Yaitu objek transaksi dan objek usaha yang diharamkan syariah.

5. Riba,
Yaitu segala bentuk distorsi mata uang dengan menjadikan mata uang
sebagai komoditas dan menggunakan tambahan (bunga) pada transaksi
kredit.

6. lkhtikar,
yaitu penimbunan atau monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan
harga.

7. Dharar,
Yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu
maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.*

Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba,
dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan
pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah). Hal ini disebabkan karena
dengan adanya perjanjian waralaba, maka secara otomatis antara franchisor
dan franchisee terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai
dengan perjanjian). Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan bagi kedua belah pihak. Bisnis waralaba ini pun mempunyai

% adrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 42,43
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manfaat yang cukup berperan dalam usaha kecil. Dari segi kemaslahatan
usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut
Hukum Islam.*

Waralaba merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual.
Dalam hukum syariah, hal tersebut juga ditegaskan dalam keputusan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).*

Saat ini perusahaan lokal semakin merajai pasar franchise di
Indonesia. Dari data yang diperoleh dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI)
terungkap bahwa total omset bisnis franchise di tahun 2008 mencapai 81,03
Trilyun, di tahun 2009 mencapai 96 Trilyun*? Dan di tahun 2010 berdasarkan
survey yang dilakukan oleh Majalah Franchise Indonesia mencapai omset
sebesar Rp 114,64 Trilyun.*?

Mari Elka Pangestu, selaku Menteri Perdagangan berpendapat
pertumbuhan dan perkembangan bisnis franchise di Indonesia sangat baik jika
dilihat dari segi jumlah pelaku bisnis maupun dari jumlah merek (brand) baru
yang meramaikan pasar. Semakin diminatinya jenis usaha waralaba ini akan

memberikan sejumlah manfaat makro yang nyata bagi franchisor, franchisee,

“ saifudien Djazuli, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,Konsep Bisnis Waralaba

{

franchising),hal 4
!Adrian Sutedi, Op Cit, hal 43

42 Asosiasi Franchise Indonesia, dalam Majalah SWA 26 Juli 2009, Yayasan Sembada Swakarya,
Op Cit, hal 29
4 Majalah Info Franchise Indonesia, Agustus 2010, Jakarta, PT Neo Mediatama, hal 6
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serta manfaat yang langsung dirasakan pula oleh konsumen berupa jaminan
produk tetentu.*

Dari sisi makro, meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di
bisnis franchise patut disyukuri. Hampir sebagian besar usaha waralaba
bergerak di sektor riil sehingga mampu menciptakan multiplier effect yang
nyata bagi perekonomian masyarakat. Misalnya waralaba yang bergerak di
sektor makanan dan minuman yang tentu saja akan melibatkan pemasok,
transportasi, pelanggan, dan mata rantai bisnis lannya.

Selain itu bilamana diterapkan pada Usaha Kecil dan Menengah di
Indonesia mengembangkan usaha dengan membeli franchise baru mempunyai
sejumlah keuntungan sedangkan memulai suatu usaha yang baru sama sekali
memiliki sejumlah kerugian. IFA Educational Foundation mencatat
keuntungan tersebut adalah :

reduceed risk and failure (mengurangi resiko dan kegagalan)

proven methods and product (metode dan produksi telah terbukti)

start-up assistance (bantuan awal)

on-going training and support (pelatihan dan dukungan yang terus

menerus)

e local, regional, national advertising (pengiklanan secara lokal, regional
dan nasional)

o collective purchasing power (daya beli kolektif)

e research and development (riset dan pengembangan)

e association and synergy with other franchisees (bersatu dan bersinergi
dengan franchisee lain)

e easier to obtain financing (lebih mudah dalam mendapatkan

pembeayaan).*®

Adapun sejumlah kerugian bilamana kita harus memulai sebuah usaha uang

baru adalah :

44 Mari Elka Pangestu dalam Majalah SWA 26 Juli 2009, Op Cit, hal 29
“ Barbara Beshel, Op Cit, page 10
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e requires more time and energy (membutuhkan lebih banyak waktu dan
energi)

e high risk of failure (tingginya resiko kegagalan)

e takes longer to become provitable (perlu waktu lebih lama menjadi
profit).*®

Faktor yang dianggap mendukung pertumbuhan bisnis franchise di
Indonesia diantaranya faktor keberagaman bidang usaha dan daya tahan usaha
tersebut yang terbilang lebih kokoh. Selain itu pasar Indonesia juga memiliki
potensi besar sebagai tempat untuk melebarkan praktek bisnis waralaba
mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar.*’

Untuk menentukan apakah waralaba tersebut baik atau tidak, kita bisa
melihatnya dari : Pertama, melihat brand-nya. Investor tidak perlu ragu lagi
bagaimana usahanya dikenalkan karena sudah banyak yang mengenalnya.
Kedua, Akuntabilitas dan tanggung jawab franchisor. Banyak franchisee yang
dikecewakan ternyata usahanya gagal karena franchisor tidak punya tanggung
jawab terhadap waralaba yang dikelolanya. Ketiga, Melihat sistem dan
konsepnya. Konsep harus matang, baik organisasi dan brand building sudah
terkonsep dengan baik oleh franchisor.*®

Lazimnya sebuah bisnis, maka produk yang akan diwaralabakan harus
bisa diterima oleh customer, sehingga para calon pemburu hak waralaba
(calon investor) akan melirik usaha tersebut. Anang Sukandar menyarankan

sejumlah kriteria : Pertama, waralaba tersebut harus sukes terlebih dahulu.

Ukuran sukses tidak hanya dalam hitungan bulan, tetapi paling tidak dalam

“® Ibid, page 10
4" Mari Elka Pangestu dalam Majalah SWA 26 Juli 2009, Op Cit, hal 29
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kurun tiga tahun terakhir. Kedua, Pastikan bahwa franchisee bisa berhasil.
Ketiga, Bisnis tersebut dapat dioperasikan oleh franchisee. Keempat, Harus
ada petunjuk manual untuk semua operasi usaha, baik harian, mingguan, atau
bulanan. Kelima, Produk yang dijual harus mempunyai daya tarik dalam
jangka panjang. Keenam, bisa dijalankan di berbagai tempat.*

Setiap perusahaan hendaknya memiliki Standart Operating Procedure
(SOP), demikian juga perusahaan yang akan diwaralabakan. SOP yaitu suatu
standar pekerjaan sehari-hari secara tertulis mengenai uraian pekerjaan (job
description) yang isinya mencakup Apa yang seharusnya dilakukan, Kapan,
Dimana, Oleh siapa, serta dengan Cara bagaimana. Jadi pendek kata SOP
merupakan sebuah Guideline

Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) menyarankan seyogyanya SOP
dalam bisnis franchise harus mencakup tiga hal : Pertama, pendahuluan,
sejarah perusahaan, organisasi franchisor, serta kewajiban franchisor dan
franchisee. Kedua, harus mencakup aturan umum operasi, faktor sukses yang
penting apa, standar mutu, hubungan pelanggan, sistem persediaan, variasi
produk, tata cara beroperasi, penentuan harga, cara menjaga citra merek, dan
pelayanan konsumen, Ketiga, perawatan, keuangan, pemasaran, operasi, dan
personalia. *°

Selanjutnya bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam
pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di suatu negara

disebabkan karena : Pertama, Franchise merupakan usaha kemitraan antara

42 Tri Raharjo, dalam Info Franchise Indonesia.com,6/8/2009 2:52 PM, hal 1
49 Anang Sukandar dalam Majalah SWA 26 Juli 2009, Ibid, hal 37, 38
%0 Asosiasi Franchise Indonesia, dalam Anang Sukandar, Info Franchise Indonesia.com, Ibid, hal 1
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franchisor (biasanya suatu perusahaan besar) dengan franchisee (biasanya
suatu UKM) yang memegang hak atas pengelolaan gerai/outlet dengan
menggunakan merek dagang dari franchisor beserta berbagai kemudahan
bisnis yang ditawarkan.>*

Kedua, Bisnis franchise memberi kemudahan kepada pendatang baru
di dunia bisnis, apapun produk yang akan ditekuninya. Dalam bisnis semacam
ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang
dibutuhkan untuk menjalankan bisnis termasuk bantuan manajerial. Dengan
demikian, sebagai pendatang baru, franchisee dapat memperoleh pengetahuan
yang dibutuhkan dengan learning cost yang rendah dari pihak yang sudah
memiliki pengalaman cukup. Disamping itu, menjalankan bisnis dengan
merek yang sudah teruji di pasar, franchisee tidak perlu memulai usahanya
dari nol.>?

Ketiga, dalam bisnis franchise dikenal istilah business format
franchising (BFF) vyang merupakan kerangka kegiatan operasional
komprehensif yang harus diterapkan oleh franchisee. BFF ini merupakan hasil
eksplorasi franchisor terhadap berbagai kemungkinan dalam proses bisnis
sampai diperoleh suatu formula dalam mengkombinasikan antara sumber daya
dan proses bisnis yang paling sesuai dengan budaya dan merek yang dimiliki.
Formula ini kemudian menjadi prinsip kerja di tingkat gerai.*?

Keempat, franchisor berkewajiban memberikan pelatihan yang diperlukan

dan managerial assistance sehingga franchisee benar-benar menjadi piawai

%! Bambang N.Rachmadi, Op Cit, hal 13
52 1bid, hal 13
%% bid, hal 13
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dalam menjalankan bisnisnya.>® IFA Educational Foundation menyebut
sebagai start up assistance (bantuan awal) dan on-going training and support
(pelatihan dan dukungan yang terus menerus).>® Dengan adanya pelatihan dan
bantuan atau dukungan yang dilakukan terus menerus yang dilakukan
franchisor terhadap franchisee menjadikan pebisnis yang awam sekalipun
dapat mengelola usahanya.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi melalui bisnis franchise
(waralaba) kepada UKM tidaklah bertentangan dengan hukum ekonomi
sebagaimana telah diuraikan di atas. Diantara negara-negara berkembang,
Indonesia termasuk yang peduli akan masalah Hak Kekayaan Intelektual
karena pada gilirannya akan melayani dan menyumbang pada dunia usaha.
Disamping itu payung hukum dari pemerintah berupa Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 serta tidak bertentangan dengan syariah Islam semakin
memperkuat tumbuh dan berkembangnya sistem waralaba di Indonesia pada

umumnya dan di Kota Surakarta pada khususnya.

G. Metode Penelitian

1.Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau juga
sering disebut dengan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh berpedoman
pada segi yuridis dan juga pada segi empiris yang digunakan sebagai alat

bantu.

> Ibid, hal 13
% Barbara Beshel, Op Cit, page 10
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Pendekatan  yuridis, mempergunakan data sekunder untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba ; Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-Dag/Per/8/2008
Tentang Penyelenggaraan Waralaba ; Jurnal Elektronik ; Kumpulan Majalah
Bulanan Info Franchise Indonesia Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 ;
Buku Referensi, Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Dinas Koperasi dan
UKM Kota Surakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Surakarta.

Pendekatan empiris, mempergunakan data sekunder yang diperoleh
dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Surakarta, serta observasi langsung pada enam usaha
terwaralaba yang berlokasi di Kota Surakarta

2.Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk
menganalisis baik berupa data primer maupun data sekunder dari sumber-
sumber yang telah disebutkan di atas

3.Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang akan
diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2007 Tentang
Waralaba ; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
31/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba ; Jurnal

Elektronik ; Kumpulan Majalah Bulanan Info Franchise Indonesia Tahun
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2008 sampai dengan Tahun 2010 ; Buku Referensi, Asosiasi Franchise
Indonesia (AFI), Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, serta observasi langsung
pada enam usaha terwaralaba di Kota Surakarta.

4.Teknik Penentuan Subjek.

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah usaha kecil dan
menengah di Kota Surakarta yang merupakan  contoh dari usaha
terwaralaba. Selanjutnya usaha terwaralaba yang diambil sampel untuk
diobservasi akan dikategorisasi berdasarkan bidang usaha jasa atau barang
dan usaha tersebut memiliki dampak negatif terhadap usaha kecil atau tidak.

Primagama dan Simply Fresh Laundry mewakili usaha jasa,
sedangkan Bakso Malang Kota ”"Cak Eko”, Apotek K-24, Mister Burger
mewakili usaha barang, dan Alfamart mewakili usaha barang sekaligus jasa
yang berdampak negatif terhadap usaha kecil di masyarakat sekitar terutama
pedagang kecil atau kios tradisional.

Kota Surakarta ditetapkan sebagai lokasi dari penelitian ini dengan
pertimbangan : Pertama, Kota Surakarta sangat strategis dilihat dari lalu
lintas perhubungan. Kedua, Kota Surakarta mempunyai kepadatan penduduk
tertinggi di Jawa tengah. Ketiga, Sektor perdagangan dan jasa adalah yang
paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Surakarta. Keempat, Tingkat
kepadatan penduduk dan posisi strategis adalah peluang bagi dunia usaha.

5.Teknik Pengumpulan Data
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Pengumpulan data dalam penelitian ini lebih menggunakan metode
dokumentasi yang dikutip dari Kumpulan Majalah Bulanan Info Franchise
Indonesia Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, data sekunder yang
berasal dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Dinas Koperasi dan UKM
Kota Surakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta,
Badan Pusat Statistik Surakarta, Hasil Sensus Penduduk Kota Surakarta
Tahun 2010, beberapa jurnal elektronik, serta data primer dari observasi
langsung terhadap enam usaha terwaralaba di Kota Surakarta
. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan cara
display (sajian data) dan diverifikasi, karena datanya lebih bersifat kualitatif.
Data tersebut diperoleh dari enam usaha terwaralaba dari enam jenis usaha
yang berbeda di Kota Suarakarta dengan pedoman wawancara yang telah
dipersiapkan sebelumnya.

Adapun data primer yang akan dianalisis berasal dari wawancara
terstruktur terhadap enem usaha terwaralaba dengan pertanyaan : berapa
lama mereka telah bergabung menjadi mitra/penerima waralaba ; adakah
prospektus telah diberikan oleh pemberi waralaba ; adakah pemberi
waralaba telah melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan yang
berkesinambungan ; adakan Pemerintah kota (Disperindag Surakarta) pernah
memberikan pembinaan kepada pengusaha terwaralaba ; adakah perjanjian
tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba ; apakah

usahanya telah didaftarkan pada Disperindag Surakarta ; apakah pemberi
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waralaba sudah memberikan SOP tertulis kepada penerima waralaba ;
apakah pelatinan awal dari pemberi waralaba mudah untuk dilakukan ;
adakah harapan penerima waralaba kepada pemberi waralaba ; dan adakah
harapan penerima waralaba kepada Pemerintah Kota (Disperindag
Surakarta).

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari Asosiasi Franchise
Indonesia (AFI), Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, Badan Pusat Statistik
Surakarta, Hasil Sensus Penduduk Kota Surakarta Tahun 2010, beberapa
jurnal elektronik tidak dianalisis tetapi dipaparkan pada Bab Gambaran

Umum Lokasi Penelitian



